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PERATURAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN PANEL BADAN USAHA DAN PEMILIHAN
BADAN USAHA PELAKSANA PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) dan
Pasal 44 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021
tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, perlu
menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pemilihan Panel
Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana pada

Proyek Strategis Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
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Menetapkan

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 314);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN PANEL BADAN USAHA DAN PEMILIHAN BADAN
USAHA PELAKSANA PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau
program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang
memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan
pemerataan pembangunan dalam rangka upaya
penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

2. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang
selanjutnya disebut KPBU adalah kerja sama antara
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan
infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu

pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh
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Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/badan usaha
milik negara/badan usaha milik daerah, yang Sebagian
atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan
Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara
para pihak.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga
Pemerintah yang Dbertugas mengembangkan dan
merumuskan  kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah.

Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan kementerian
/kepala lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk
bertindak mewakili kementerian/lembaga berdasarkan
peraturan perundang- undangan, yang ruang lingkup,
tugas, dan tanggung jawabnya meliputi sektor
infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Presiden
tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur.

Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya
disingkat PJPK adalah menteri/kepala lembaga,
gubernur, bupati/wali kota, atau badan usaha milik
negara/badan wusaha milik daerah sebagai penyedia
dan/atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan
hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.

Badan Usaha Pelaksana Proyek Strategis Nasional
melalui skema KPBU yang selanjutnya disebut dengan
Badan Usaha Pelaksana adalah perseroan terbatas yang
didirikan wuntuk mengikuti tahapan pemilihan dan
melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah
atau Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan
Usaha pemenang pemilihan.

Panel Badan Usaha adalah satu atau lebih Badan Usaha
dalam satu panel yang terdiri dari beberapa calon Badan

Usaha Pelaksana dalam pelaksanaan Proyek Strategis
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nasional serta dipilih dan ditetapkan oleh
kementerian/lembaga melalui proses Prakualifikasi.
Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan
kemampuan Badan Usaha serta pemenuhan persyaratan
tertentu lainnya dari Badan Usaha untuk mengikuti
proses Pemilihan Panel Badan Usaha.

Panitia Pengadaan adalah kelompok kerja yang dibentuk
untuk melakukan pemilihan Panel Badan Usaha atau
pemilihan Badan Usaha Pelaksana.

Pemilihan Panel Badan Usaha adalah  proses
Prakualifikasi terhadap Badan Usaha untuk menjadi
anggota Panel Badan Usaha.

Pemilihan Badan Usaha Pelaksana adalah proses seleksi
terhadap anggota Panel Badan Usaha dan/atau Badan
Usaha yang telah lulus Prakualifikasi untuk ditetapkan
menjadi pemenang.

Dokumen Prakualifikasi adalah dokumen yang disusun
oleh Panitia Pengadaan yang berisi persyaratan yang
harus dipenuhi Badan Usaha untuk menjadi anggota
Panel Badan Usaha.

Dokumen Kualifikasi adalah dokumen yang disampaikan
oleh Badan Usaha untuk memenuhi persyaratan
sebagaimana tercantum dalam Dokumen Prakualifikasi
(Request for Qualification/ RfQ).

Kontrak Payung (framework contract) adalah perjanjian
antara Menteri/Kepala Lembaga dengan Badan Usaha
tunggal atau konsorsium yang telah lulus Prakualifikasi,
selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk
bersedia mengikuti proses Pemilihan Badan Usaha

Pelaksana.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Lembaga ini meliputi tata cara:

a.

b.

Pemilihan Panel Badan Usaha; dan

Pemilihan Badan Usaha Pelaksana.
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Pasal 3

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Lembaga ini untuk:

a.

mewujudkan tata kelola pemilihan Badan Usaha pada

Proyek Strategis Nasional yang sesuai dengan etika dan

prinsip pemilihan Badan Usaha; dan

mempercepat proses pemilihan Badan Usaha.

Pasal 4

Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha

Pelaksana dilakukan dengan prinsip:

a.

o

oo a0

efisien;
efektif;

transparan;

terbuka;

bersaing;

adil; dan

akuntabel.

Pasal 5

Para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Panel Badan

Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana mematuhi

etika sebagai berikut:

a.

melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa
tanggung jawab untuk mencapai sasaran,
kelancaran, dan ketepatan tujuan Pemilihan Panel
Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha
Pelaksana;

bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga
kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus
dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan dalam
Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan
Usaha Pelaksana;

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun
tidak langsung yang berakibat persaingan usaha

tidak sehat;
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